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BAB II 

MAHAR DAN PERJANJIAN NIKAH DALAM ISLAM 

A. Sekilas tentang Pernikahan dalam Islam 

Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwi>j atau yang semakna dengan 

keduanya, yang bertujuan untuk memiliki, bersenang-senang dan menikmati apa 

yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
 1

 

Sebagaimana akad-akad lain yang dikenal dalam mu’amalah, akad nikah 

pun hanya dianggap sah apabila rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam 

Islam telah terpenuhi. Apabila salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak 

terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka perkawinannya pun akan menjadi tidak 

sah. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa saja yang menjadi rukun nikah. 

Ulama Ma>likiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu wali dari 

pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin 

perempuan, dan s}i>gat akad nikah. Sedangkan menurut Ulama Sya>fi’iyah lima 

rukun itu adalah calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari 

pihak perempuan, dua orang saksi, dan s}i>gat akad nikah. Adapun Ulama 

H}anafiyah meyakini bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja.
 2
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Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat diketahui bahwa ada satu hal 

yang menjadi kesepakatan tentang rukun nikah tersebut, yaitu ijab dan kabul 

alias s}i>gat akad nikah. Tiap hal yang diangkat para ulama menjadi rukun nikah 

tersebut kemudian memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi demi 

tercapainya keabsahan akad. Syarat tersebut masing-masing sebagai berikut: 

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan:
3
 

a. Harus beragama Islam bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan boleh 

agama ahli kitab (yahudi dan nasrani) 

b. Jelas keberadaannya serta identitasnya 

c. Tidak sedang melakukan ihram 

d. Tidak terdapat halangan perkawinan berupa hubungan mahram 

2. Wali dari keluarga pihak perempuan dengan bapak sebagai urutan pertama, 

jika tidak ada maka diganti dengan kakek dan seterusnya ke atas, saudara 

laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki 

sekandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan 

seterusnya ke bawah, paman (saudara dari ayah) sekandung, paman (saudara 

dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki 

dari paman seayah.
4
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Apabila wali nasab yang tersebut di atas tidak ada, baik karena bepergian 

jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih 

dekat yang ada di tempat, kehilangan hak perwaliannya, maupun halangan-

halangan lain secara agama yang membuat wali nasab tersebut tidak dapat 

menunaikan tugasnya, maka wali hakim lah yang menggantikannya.
5
 

Selain urutan kewalian diatas, ada syarat lain bagi wali tersebut, yaitu 

Islam, balig, berakal sehat, merdeka, adil, dan tidak sedang melakukan 

ihram.
6
 

3. Saksi, dengan persyaratan yaitu Islam, balig, berakal sehat, minimal dua 

orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan menurut mazhab 

H}anafiyah, adil, serta dapat mendengar sekaligus memahami s}i>gat akad 

dengan jelas. 

4. Ijab dan kabul, dianggap sah apabila: 

a. Diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul 

b. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda. Seperti nama lengkap si 

perempuan dan jenis maharnya 

c. Diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat 

d. Menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang 

e. Tidak menggunakan lafaz yang mengandung arti membatasi 

perkawinan untuk masa tertentu 
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Khusus dalam hal akad ini, bentuk serta nilai mahar boleh disebutkan 

ataupun tidak. Selain itu diperbolehkan pula mengikatkannya dengan  perjanjian 

perkawinan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk itu. 

Adapun keterangan yang lebih rinci mengenai mahar serta perjanjian nikah 

tersebut akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya. 

B. Mahar dalam Perspektif  Islam 

Salah satu dari sekian banyak kehormatan dan kemuliaan yang diberikan 

Islam kepada kaum perempuan adalah mahar, dimana pada masa jahiliyah 

mereka bahkan tidak mempunyai hak kepemilikan. Kemudian Islam 

mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian mahar dalam 

pernikahan, khusus untuk wanita yang akan dinikahi tersebut, bukan untuk 

ayahnya, bukan untuk saudara terdekatnya, atau siapapun. Oleh karena itulah 

tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil seberapapun dari mahar 

tersebut tanpa seizinnya.
7
 Allah berfirman dalam surah an-Nisa >’ ayat 4: 

 مَريِئًا ىَنِيئًا فَكُلُوهُ  نَ فْسًا مِنْوُ  شَيْءٍ  عَنْ  لَكُمْ  طِبَْ  فإَِنْ  وَآَتوُا النّْسَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً 

Artinya :‚ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya.‛. 

Maksud dari ayat tersebut yaitu: berikanlah mahar kepada wanita yang akan 

kamu nikahi dengan sesuatu yang baik, namun apabila mereka berbaik hati 
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untuk memberikan sebagian dari mahar tersebut setelahnya, maka ambil lah 

pemberian tersebut sebagai sesuatu yang halal dan baik.
8
 

1. Pengertian Mahar 

Kata ‚Mahar‛ berasal dari bahasa Arab, yang mana dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau 

barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika 

dilangsungkannya akad nikah.
9
 

Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri ia memiliki sepuluh nama, yaitu 

mahar, s}ada>q, nih}lah, fari>d}ah, haba>’, ajr, ‘uqr, ‘ala >’iq, t}aul, dan nika>h. 

Kesepuluh nama tersebut terdapat dalam al-Qur’an maupun hadis yang 

maknanya mengarah kepada maskawin, misalnya kata s}ada>q yang berasal 

dari s}idq (kesungguhan) sebagai isyarat bahwa mahar adalah simbol 

kesungguhan pihak laki-laki untuk menikah.
10

 

Secara terminologi, mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan 

atas mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika berlangsungnya 

akad nikah sebagai imbalan atas dihalalkannya hubungan seksual dengan 

perempuan tersebut.
11

 Dengan demikian pemberian dari mempelai laki-laki 

kepada mempelai perempuan diluar akad nikah, atau apa yang ia berikan 
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kepada wanita lain saat berlangsungnya akad tidak termasuk mahar, 

melainkan hanya pemberian biasa.
12

 

2. Dasar Hukum Mahar 

Dalil-dalil yang menjadi pijakan hukum disyariatkannya mahar terdapat 

dalam al-Qur’an, al-Hadis}, dan Ijma’. Dalam al-Qur’an surah an-Nisa >’ ayat 

24 Allah berfirman: 

هُنَّ  بوِِ  اسْتَمْتَ عْتُمْ  فَمَا  بَ عْدِ  مِنْ  بوِِ  تَ راَضَيْتُمْ  فِيمَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  لَ وَ  فَريِضَةً  أجُُورَىُنَّ  فَآَتوُىُنَّ  مِن ْ
 حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ  اللَّوَ  إِنَّ  الْفَريِضَةِ 

Artinya :‚ Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 
mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 
sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana‛. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian mahar adalah sesuatu yang 

fardu (wajib). Keterangan ini sekaligus menjadi penguat (tauki>d) dari nas} 

yang mewajibkan mahar dalam surah an-Nisa ayat 4. Kemudian apabila 

pasca ditunaikannya maskawin tersebut pihak perempuan merelakan 

sebagian ataupun keseluruhan dari total maskawin itu kepada mempelai 

laki-laki maka tidak menjadi masalah.
13

 

Rasulullah sendiri dalam berbagai hadis sangat menekankan akan 

kewajiban adanya mahar dalam pernikahan, apapun bentuknya. Pernah 
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dalam suatu kesempatan Nabi menyarankan mahar yang bentuknya hanya 

berupa cincin dari besi, atau mengajarkan al-Qur’an. Bahkan Fatimah, putri 

Nabi sendiri, dinikahi oleh Ali bin Abi Talib hanya dengan baju besi: 

ثَ نَا ثَ نَا الطَّالَقَانُِّ، إِسْْاَعِيلَ  بْنُ  إِسْحَاقُ  حَدَّ ثَ نَا عَبْدَةُ، حَدَّ  عِكْرمَِةَ، عَنْ  أيَُّوبَ، عَنْ  سَعِيدٌ، حَدَّ
هَا عْطِ مَ : "اَ عَبَّاسٍ قاَلَ : لَمَّا تَ زَوَّجَ عَلِىّّ فاَطِمَةَ قاَلَ لَوُ رَسُوْلُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّ ابْنِ  عَنْ 
 مَاعِنْدِى شَيْئٌ، قاَلَ: ايَْنَ دِرْعُكَ الَْْطْمِيَّةُ  :ا، قاَلَ شَيْئً 

Artinya : Ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah berkata ‚berilah 
ia sesuatu‛. Ali berkata ‚saya tidak memiliki apapun‛. Lantas 
Nabi bersabda: ‚dimana baju besimu?‛.14 

Nabi pun dalam pernikahannya senantiasa memberikan mahar kepada 

istri-istri beliau, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis} berikut ini: 

ثَ نَا ثَنِ  مَُُمَّدٍ، بْنُ  الْعَزيِزِ  عَبْدُ  أَخْبَ رَناَ إِبْ راَىِيمَ، بْنُ  إِسْحَاقُ  حَدَّ  أُسَامَةَ  بْنِ  للهِ ا عَبْدِ  بْنُ  يزَيِدُ  حَدَّ
ثَنِ  الْْاَدِ، بْنِ  ثَ نَا لَوُ، وَاللَّفْظُ  الْمَكّْيُّ، عُمَرَ  أَبِ  بْنُ  مَُُمَّدُ  وحَدَّ  عَنْ  يزَيِدَ، عَنْ  الْعَزيِزِ، عَبْدُ  حَدَّ

ةَ زَوْجُ النَّبِّْ صَلَّى اللهُ شَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْْنِ انََّوُ قاَلَ : سَألَْتُ عَائِ  إِبْ راَىِيمَ، بْنِ  مَُُمَّدِ 
كَانَ صَدَاقوُُ لأ زْوَاجِوِ   :مَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلّمَ؟ قاَلَتْ عَلَيْوِ وَسَلَّ 

؟" ق ُ ا ماَ  ىِ : "اتََدْرِ تْ ا. قاَلَ ثنِْتََْ عَشْرةََ اوَْقِيَّةً وَ نَشِّ  نِصْفُ اوَْقِيَّةٍ فتَِلْكَ  "ل" قاَلَتْ  لْتُ لنَّشُّ
 عَلَيْوِ وَسَلّمَ لأ زْوَاجِوِ  دِرْىَمٍ، فَهذَ صَدَاقُ رَسُوْلِ الِله صَلَّى اللهُ  خََْسُمِائةَِ 

Artinya: ‚Dari Abu> Salamah bin Abdurrah}ma>n r.a sesungguhnya ia berkata: 
‚Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: ‚Berapakah mas kawin 
Rasulullah? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada istri-
istrinya adalah sebesar dua belas ‚uqiyah‛ atau satu nasy‛. 
Aisyah r.a bertanya: ‚Tahukah satu nasy?. Abu> Salamah 
menjawab :‛tidak‛. Aisyah r.a berkata :‛Yaitu setengah uqiyah 
sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW 
kepada istrinya‛.

15
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Kewajiban pemberian mahar juga diterangkan oleh Rasulullah dalam 

suatu hadis} yang menjelaskan adanya konsekuensi bagi mereka yang tidak 

melaksanakannya. Dikatakan dalam hadis} tersebut bahwa laki-laki yang 

menikahi seorang perempuan namun tidak menunaikan kewajiban 

pemberian mahar kepada istrinya, maka ia akan bertemu Allah dalam 

keadaan seperti seorang pezina. Bunyi lengkap hadis tersebut yaitu: 

ثَ نَا ثَنِ : قاَلَ  الْأنَْصَاريِّْ، مَُُمَّدٍ  بْنِ  الَْْسَنِ  عَنِ  جَعْفَرٍ، بْنُ  دِ الَْْمِي عَبْدُ  أَخْبَ رَناَ ىُشَيْمٌ، حَدَّ  حَدَّ
 صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  يَُُدّْثُ، سِنَانٍ  بْنَ  صُهَيْبَ  سَِْعْتُ : قاَلَ  قاَسِطٍ  بْنِ  النَّمِرِ  مَنِ  رَجُلٌ،

اَ: " وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللهُ  هَا، أدََاءَهُ  يرُيِدُ  لَ  أنََّوُ  يَ عْلَمُ  وَاللهُ  صَدَاقاً مْرَأةًَ ا أَصْدَقَ  رَجُلٍ  أيُُّّ  باِلِله، فَ غَرَّىَا إلِيَ ْ
 زاَنٍ  وَىُوَ  يَ لْقَاهُ  يَ وْمَ  اللهَ  لَقِيَ  باِلْبَاطِلِ، فَ رْجَهَا وَاسْتَحَلَّ 

Artinya: ‚Laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan perjanjian 
mahar yang jumlahnya sedikit ataupun banyak, namun dalam 
hatinya tidak ada keinginan untuk menunaikan mahar tersebut 
dan ia menipu istrinya (tentang janji pemberian mahar tersebut) 
lalu ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan bertemu 
Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti seorang pezina‛.

16
 

Keharusan menunaikan mahar pada dasarnya bukan untuk kesenangan 

semata, namun lebih kepada penghormatan dan pemuliaan dari calon suami 

kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan. Selain itu ia juga 

menunjukkan betapa tingginya kedudukan akad nikah tersebut. Oleh karena 

itu para ulama bersepakat mengenai wajibnya mahar dalam pernikahan.
17
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3. Bentuk Mahar 

Bentuk mahar pada umumnya berupa materi, ada yang berbentuk uang 

ataupun barang berharga lainnya. Namun menurut jumhur ulama, 

sebenarnya dalam Islam diperbolehkan mahar yang berbentuk non-materi.
18

 

Hal ini didasarkan pada al-Qur’an surah Al-Qas}as} ayat 27 yang 

menceritakan mengenai mahar yang diberikan Nabi Musa saat menikahi 

anak nabi Syu’aib yang berupa penggembalaan ternak: 

شْراً قاَلَ إِنِّْ أرُيِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْ نَتَََّ ىَاتَ يِْْ عَلَى أَنْ تأَْجُرَنِ ثََاَنَِ حِجَجٍ فإَِنْ أتَْْمَْتَ عَ 
 .فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُيِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ اللَّوُ مِنَ الصَّالِِْيَْ 

Artinya :‛Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 
kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) 
dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 
insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang 
baik". 

Ayat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi pihak 

istri untuk memilih mahar dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya. 

Contoh lainnya yaitu ketika pernikahan Sa’ad As-Sa’a>di, Rasulullah 

juga memperbolehkan mahar yang berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur’an. 

Hal ini ditunjukkan dalam suatu hadis panjang yang berbunyi: 

ثَ نَا  جَاءَتِ : " قاَلَ  سَعْدٍ، بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  حَازمٍِ، أَبِ  عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَ رَناَ يوُسُفَ، بْنُ  اللَّوِ  عَبْدُ  حَدَّ
 لَْ  إِنْ  زَوّْجْنِيهَا: رَجُلٌ  فَ قَالَ  طَوِيلًً، فَ قَامَتْ  نَ فْسِي مِنْ  وَىَبْتُ  إِنِّْ : فَ قَالَتْ  اللَّوِ  رَسُولِ  إِلَ  امْرأَةٌَ 
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: فَ قَالَ  إِزاَريِ، إِلَّ  عِنْدِي مَا: قاَلَ  ا؟تُصْدِقُ هَ  شَيْءٍ  مِنْ  عِنْدَكَ  ىَلْ : قاَلَ  حَاجَةٌ، بِِاَ لَكَ  تَكُنْ 
 وَلَوْ  الْتَمِسْ : فَ قَالَ  شَيْئًا، أَجِدُ  مَا: فَ قَالَ  شَيْئًا؟ فاَلْتَمِسْ  لَكَ، إِزاَرَ  لَ  جَلَسْتَ  إِيَّاهُ  أعَْطيَْتَ هَا إِنْ 

 كَذَا وَسُورةَُ  كَذَا سُورةَُ  نَ عَمْ،: قاَلَ  ؟شَيْءٌ  الْقُرْآنِ  مِنَ  أمََعَكَ : فَ قَالَ  يََِدْ، فَ لَمْ  حَدِيدٍ، مِنْ  خَاتَْاً
 " الْقُرْآنِ  مِنَ  مَعَكَ  بِاَ زَوَّجْنَاكَهَا قَدْ : فَ قَالَ  سََّْاىَا، لِسُوَرٍ 

Artinya: Suatu saat Nabi didatangi seorang perempuan yang menginginkan 
agar Nabi berkenan menikahinya. "Saya pasrahkan diri saya pada 
tuan", kata si perempuan. Namun lantas Nabi berfikir agak 
panjang. Pada saat itulah berdiri seorang sahabat dan 
memberanikan diri menyatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, 
jika paduka tidak berkenan menikahinya, nikahkan saja 
perempuan itu denganku". "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk 
dijadikan maharnya?" "Saya tidak mempunya apa-apa kecuali 
kain sarung saya ini". "Lantas kamu nanti mau pakai apa jika 
sarung itu kamu jadikan mahar? Carilah sesuatu"."Sama sekali 
saya tak punya apa-apa"."Carilah, walau hanya cincin besi". 
Lelaki tadi lantas mencari-cari, namun memang dia tak punya 
apa-apa. Lalu kata Nabi: "Apakah kamu hafal beberapa (surat) 
dari al-Qur’an?". "Oh ya, surat ini dan surat ini", dia mengatakan 
surat-surat yang dihafalnya. Maka lantas Nabi menikahkan 
mereka, "Saya nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan 
mahar apa yang kamu hafal dari al-Qur’an".19 

 Selain itu dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi ketika 

menikahi S}ofiyyah maharnya adalah memerdekannya dari perbudakan. 

Dalam suatu hadis riwayat Bukha>ri disebutkan: 

ثَ نَا ثَ نَا سَعِيدٍ، بْنُ  قُ تَ يْبَةُ  حَدَّ  مَالِكٍ، بْنِ  أنََسِ  عَنْ  ،الْبَْحَابِ  بْنِ  وَشُعَيْبِ  ثاَبِتٍ، عَنْ  حََّْادٌ، حَدَّ
قَهَا وَجَعَلَ  صَفِيَّةَ  أَعْتَقَ "  اللَّوِ  رَسُولَ  أَنّ   " صَدَاقَ هَا عِت ْ

Artinya : Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah telah memerdekakan 
S}ofiyyah dan menjadikan pemerdekaan tersebut sebagai 
maharnya.

20
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Hanya saja mahar berupa pemerdekaan budak ini dilarang oleh ahli-ahli 

fiqih di Mesir selain Dawud dan Ahmad. Alasannya karena ada 

kemungkinan hal yang disebutkan dalam hadis} tersebut adalah sesuatu yang 

khusus untuk Nabi dan dilarang untuk yang lainnya.
21

 

4. Syarat Mahar 

Apabila mahar adalah berupa materi, maka ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu:
22

 

a. Mahar harus sesuatu yang bernilai. Memang tidak ada ketentuan syar’i 

mengenai banyak ataupun sedikitnya nilai mahar tersebut, oleh karena 

itu sah saja seseorang memberikan mahar  walaupun nilainya kecil. 

b. Maskawinnya adalah sesuatu yang halal, memenuhi syarat untuk 

diperjual belikan dan bisa diambil manfaatnya. Maka tidak sah mahar 

yang berupa khamar ataupun babi. 

c. Mahar tersebut adalah miliknya secara keseluruhan, bukan barang 

ghosob apalagi curian. Kepemilikan secara menyeluruh tersebut 

maksudnya yaitu ia miliki zatnya serta hak pemanfaatannya. 

d. Bukan merupakan sesuatu yang tidak jelas keadaannya, karena mahar 

harus jelas dan dapat diserahkan pada waktu akad. Dengan demikian 
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tidak sah mahar yang berupa burung yang sedang terbang di udara. 

Sedangkan apabila mahar tersebut berbentuk non-materi, maka 

disyaratkan ia haruslah sesuatu yang biasa diberi upah untuk itu, seperti 

Nabi Musa yang maharnya berupa menggembalakan ternak milik Nabi 

Syu’aib. Penggembalaan ternak adalah suatu jasa yang diperbolehkan 

mengambil upah dari padanya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mahar 

jasa yang pada dasarnya adalah suatu bentuk pendekatan kepada Allah 

seperti mengajarkan al-Qur’an dan sejenisnya. Namun Imam Syafi’i 

berpendapat sebaliknya,  beliau memperbolehkan mahar berupa pengajaran 

al-Qur’an tersebut, karena diperbolehkan mengambil upah darinya.
23

 

5. Nilai Mahar 

Salah satu hikmah kewajiban pemberian mahar adalah sama seperti 

pemberian nafkah, yaitu untuk mempermudah istri untuk mengabdikan diri 

kepada suaminya. Pada umumnya perempuan memang tidak biasa mencari 

nafkah, oleh karena itulah kewajiban mahar dibebankan kepada pihak laki-

laki. Allah pun menjelaskan keutamaan laki-laki di atas perempuan adalah 

dikarenakan hal tersebut.
24

 Dalam surah an-Nisa >’ ayat 34 disebutkan: 

 أمَْوَالِِْمْ  مِنْ  أنَْ فَقُواْ  وَبِآَ بَ عْضٍ  عَلَى   بَ عْضَهُمْ  ٱللَّوُ  فَضَّلَ  بِاَ ٱلنّْسَآءِ  عَلَى قَ وَّامُونَ  ٱلرّْجَالُ 
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 Muhyiddi>n ‘Abdul Ham>id, Al-Ahwa>l As-Syakhs}iyyah, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah), 

142 
24
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Artinya: ‚Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka.‛ 

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, 

namun tidak ada dalil khusus mengenai pembatasan nilai mahar tersebut, 

baik mengenai nilai minimal maupun maksimalnya. Islam hanya 

menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam 

meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini diutarakan dalam suatu hadis 

yang berbunyi: 

ثَ نَا يزَيِْد، اَخْبَ رْناَ حََّْاد بِنْ سَلَمَة،  ثَ نَا اَبِ،ِ حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الله، حَدَّ الْقَاسِمْ   عَنْ ابِنْ سَخْبَ رةَ،  عَنْ حَدَّ
 يْسَرهُ مُؤْنةًَ احِ بَ ركََةً اَ اِنَّ اعَْظَمَ النِكَ :  النَّبِّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلّمَ قاَلَ عَنْ عَائِشَةْ انَّ  بِنْ مَُُمَّد،

Artinya : ‚Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah 
yang paling murah maharnya.‛25 

Para ulama pun bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal bagi suatu 

mahar. Setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak apapun 

yang dia bisa dengan persetujuan calon istrinya.
26

 

Pada suatu kesempatan Umar bin Khattab pernah melarang berlebih-

lebihan dalam pemberian mahar, dan ia pun membatasi maksimal mahar 

tersebut adalah empat ratus dirham. Lalu berdirilah seorang perempuan dari 

Quraisy dan berkata; ‚Hal ini bukanlah urusanmu wahai Umar. Bagaimana 

mungkin engkau bisa berkata demikian, sedangkan Allah telah berfirman:‛ 
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 شَيْئاً  مِنْوُ  تأَْخُذُواْ  فَلًَ  قِنْطاَراً  إِحْدَاىُنَّ  وَآتَ يْتُمْ 

Artinya: ‚kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta 
yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari 
padanya barang sedikitpun.‛  (an-Nisa ayat 20) 

Mendengar hal tersebut membuat Umar tersadar akan kesalahannya, 

lalu beliau pun berkata; ‚perempuan itu benar, dan Umar telah salah‛.
27

 

Berdasarkan riwayat-riwayat diatas, maka disepakati bahwa tidak ada 

batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Hanya saja para ulama berbeda 

pandangan mengenai jumlah minimalnya. 

Ulama Syafi’iyyah dan H}ana>bilah berpendapat bahwa tidak ada batasan 

minimal untuk mahar, baik yang berupa materi ataupun non-materi. 

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang berbunyi: 

ثَ نَا  قاَلَ : قاَلَ  سَعْدٍ، بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  حَازمٍِ، أَبِ  عَنْ  مَالِكٌ، أَخْبَ رَناَ يوُسُفَ، بْنُ  اللَّوِ  عَبْدُ  حَدَّ
 حَدِيدٍ  مِنْ  خَاتَْاً وَلَوْ  الْتَمِسْ : رسول الله

Artinya: Carilah, walau hanya sebuah cincin besi.28 

Pada masa itu, cincin dari besi merupakan sesuatu yang sangat kecil 

nilainya, karena beratnya yang kecil dan jenis logamnya yang tidak terlalu 

bernilai jika dibandingkan dengan dirham ataupun dinar yang terbuat dari 

emas dan perak.
29

 Selain itu dalam hadis yang lain juga disebutkan: 

ثَ نَ  ثَ نَا يوُنُسُ، احَدَّ  عَنْ  مُسْلِمٍ، بْنُ  مَُُمَّدُ  الزُّبَ يِْ  أبَوُ أَخْبَ رَنِ  رُومَانَ، بْنِ  مُسْلِمِ  بْنُ  صَالِحُ  حَدَّ
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 طعََامًا، يدََيْوِ  مِلْءَ  صَدَاقاً امْرَأةًَ  أَعْطَى رَجُلًً  أَنَّ  لَوْ : " قاَلَ  اللَّوِ  رَسُولَ  أَنّ  اللَّوِ، عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ 
 " حَلًَلً  لَوُ  كَانَتْ 

Artinya: ‚Seandainya ada laki-laki yang menikahi seorang perempuan 
dengan maharnya berupa segenggam makanan saja, maka itu 
cukup untuk menghalalkan wanita itu baginya‛.30 

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka ulama Syafi’iyyah dan H}ana>bilah 

meyakini bahwa tidak ada batasan minimal dalam pemberian mahar. 

Namun beberapa ulama lainnya menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa ada 

batasan minimal tertentu dalam pemberian mahar tersebut. 

Salah satunya yaitu ulama H}ana>fiyyah yang berpendapat bahwa 

minimal mahar adalah 10 dirham. Pendapat ini didasarkan kepada hadis 

riwayat Ja>bir yang berbunyi: 

 " دَراَىِمَ  عَشَرةَِ  مِنْ  أقََلَّ  مَهْرَ  ل" روى عن جابر عن النبِ قال: 

Artinya: ‚Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari 
sepuluh dirham‛.31 

Selain ulama H}ana>fiyyah, ada pula pendapat Imam Ma>lik yang 

meyakini bahwa paling sedikit mahar adalah seperempat dinar atau tiga 

dirham. Sedangkan Sa’i >d bin Ja>bir dari ulama Tabi’in meyakini mahar 

minimal adalah lima puluh dirham. Ada pula pendapat lainnya yang 

mengatakan lima dirham, dua puluh dirham, dan empat puluh dirham, 

namun pendapat-pendapat tersebut tidak didasarkan kepada dalil-dalil 

syar’i, melainkan hanya disandarkan kepada adat yang berlaku di 
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lingkungan mereka masing-masing.
32

 

Berapapun mahar yang diberikan, sebenarnya hal yang terpenting 

adalah kerelaan kedua belah pihak, dan tanpa adanya unsur keterpaksaan. 

Allah berfirman dalam surah an-Nisa >’ ayat 29: 

نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوۤاْ  لَ  آمَنُواْ  ٱلَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ  مّْنْكُمْ  تَ راَضٍ  عَن تَِِارةًَ  تَكُونَ  أَن إِلَّ  بٱِلْبَاطِلِ  بَ ي ْ

Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu‛. 

6. Waktu Pembayaran Mahar 

Tidak ada larangan dalam Islam untuk mengakhirkan atau 

mempercepat pembayaran mahar. Selain itu diperbolehkan pula 

mempercepat pembayaran sebagian mahar dan mengakhirkan sisanya. 

Sedangkan apabila waktu pembayaran mahar tidak ditentukan, maka 

waktunya disamakan dengan adat yang berlaku sekitar daerah perkawinan 

tersebut dilaksanakan.
33

 Hal ini disandarkan kepada dua buah hadis yang 

saling berkaitan satu sama lain, yaitu: 

ثَ نَا ثَ نَا الْبَ زَّازُ، الصَّبَّاحِ  بْنُ  مَُُمَّدُ  حَدَّ  عَنْ  خَيْثَمَةَ، عَنْ  طلَْحَةَ، عَنْ  مَنْصُورٍ، عَنْ  شَريِكٌ، حَدَّ
 " شَيْئًا يُ عْطِيَ هَا أَنْ  قَ بْلَ  زَوْجِهَا عَلَى امْرَأةًَ  أدُْخِلَ  أَنْ  وِ اللَّ  رَسُولُ  أمََرَنِ : " قاَلَتْ  عَائِشَةَ،

Artinya : Aisyah berkata ‚Rasulullah memerintahkanku untuk membiarkan 
seorang laki-laki untuk melakukan dukhul kepada istrinya 
walaupun ia belum memberikan (mahar) sedikitpun‛.34 
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Hadis diatas menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang suami 

untuk melakukan hubungan suami-istri walaupun ia belum menunaikan 

pembayaran mahar. Namun pada saat ‘Ali bin Abi> T}o>lib menikah dengan 

Fat}i>mah, Rasulullah melarang Ali untuk melakukan hubungan badan dengan 

Fat}i>mah sebelum memberikan mahar.
35

 Pada waktu itu memang tidak ada 

penentuan dari pihak Ali ataupun Fatimah mengenai waktu pemberian 

mahar, oleh karena itu Rasulullah merujuk kepada budaya yang berlaku di 

Madinah saat itu (tahun ke-2 hijriah) dimana mereka terbiasa menyerahkan 

seluruh mahar terlebih dahulu.
36

 Matan hadis} tersebut yaitu: 

ثَ نَا ثَ نَا: قاَلَ  يَ عْلَى، أبَوُ حَدَّ ثَ نَا سَجَّادَةُ، حََّْادٍ  بْنُ  الَْْسَنُ  حَدَّ ثَ نَا سُلَيْمَانَ، بْنُ  عَبْدَةُ  حَدَّ  حَدَّ
 فاَطِمَةَ، عَلِيّّ  تَ زَوَّجَ  لَمَّا: قاَلَ  عَبَّاسٍ، ابْنِ  عَنِ  عِكْرمَِةَ، عَنْ  أيَُّوبَ، عَنْ  ةَ،عَرُوبَ  أَبِ  بْنُ  سَعِيدُ 

 " الُْْطَمِيَّةُ  دِرْعُكَ  فأَيَْنَ : قاَلَ  شَيْءٌ، عِنْدِي مَا: قاَلَ  شَيْئًا، أعَْطِهَا: " النَّبُِّ  قاَلَ 

Artinya : Ketika ‘Ali menikah dengan Fatimah, Nabi bersabda ‛Berikanlah 
sesuatu kepadanya (Fat}i>mah)‛. Namun kata ‘Ali ‚Saya tidak 
memiliki apa-apa‛. Lalu Rasulullah bertanya ‚Lantas dimanakah 
baju besimu?‛.37 

Berdasarkan kedua hadis} tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya diperbolehkan untuk mengakhirkan pembayaran mahar, namun 

mendahulukannya adalah lebih disukai.  Abu> H}ani>fah pun mengatakan 

bahwa jika pihak laki-laki dan perempuan telah bersepakat untuk 

mengakhirkan pembayaran mahar maka hal itu sah-sah saja dan sudah halal 
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bagi mereka untuk melakukan hubungan suami-istri. Namun apabila kedua 

pihak bersepakat untuk mendahulukan pembayaran sedangkan laki-laki 

belum menunaikannya, maka pihak perempuan berhak untuk menolak 

berhubungan badan.
38

 

7. Pemegang Mahar 

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya 

dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami karena setelah akad nikah akan 

timbul kewajiban-kewajiban materiil lain yang dibebankan kepada suami 

selama masa pernikahannya tersebut. Oleh karena itu, pemberian mahar 

merupakan suatu media latihan dan pembiasaan bagi suami untuk 

menghadapi kewajiban materiil lainnya.
39

 

Islam merubah total kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang 

pada awalnya sangat merendahkan kaum perempuan, dimana sebelum 

kedatangan Islam tersebut ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan 

menganggap bahwa mahar adalah hak mereka atas jasa orang tua yang telah 

membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Islam kemudian 

menghapus kebiasaan itu dan menjadikan mahar sebagai hak penuh istri, 

yang merupakan suatu pemberian wajib dari pihak suami  untuk 
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menghalalkan hubungan badan dengan istrinya tersebut.
40

 

Hanya istri yang berhak menyimpan ataupun mempergunakan mahar, 

apalagi jika ia adalah gadis dewasa dan sehat akalnya, bahkan ayahnya 

sekalipun tidak berhak menyimpan mahar tersebut kecuali dengan izinnya. 

Demikian pula ketentuan mahar yang berlaku bagi para janda. Namun 

terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar ini, yaitu jika istri masih 

kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, 

tetapi jika istri tidak punya ayah karena telah meninggal dunia dan 

sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan 

menyimpannya.
41

 

C. Perjanjian Nikah dalam Islam 

Salah satu rukun yang  pokok  dalam  perkawinan sebagai salah satu bagian 

dari muamalah,  yaitu  ridhanya  laki-laki  dan perempuan   serta  persetujuan  

mereka  untuk  mengikat  hidup  berkeluarga. 

Karena persamaan ridha itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat 

dengan   mata,   maka   harus   ada   simbol   yang   jelas   untuk menunjukkan  

kemauan   mengadakan  ikatan  suami  istri.  Simbol  tersebut ditetapkan dengan 

kata-kata oleh kedua belah pihak yang berupa akad. Akad merupakan rukun 

paling mendasar dalam pernikahan dan disepakati oleh seluruh ulama madzhab, 
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dimana substansinya adalah pengungkapan ijab dan kabul sebagai simbol 

kerelaan kedua belah pihak.
42

 

Pihak wanita mempunyai wewenang untuk membuat syarat-syarat tertentu 

untuk menguatkan akad tersebut. Hal ini dimaksudkan agar sang istri 

memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang oleh suaminya, sehingga 

akibatnya jika istri diperlakukan demikian dan ia tidak ridha atas perlakuan 

tersebut, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian. Hal ini dalam istillah 

fikih disebut sebagai perjanjian perkawinan.
43

 

1. Pengertian Perjanjian Nikah 

Dalam literatur fikih klasik, perjanjian nikah disebut dengan istilah 

‚Persyaratan dalam Pernikahan‛ (الشروط في النكاح) dengan maksud yang 

sama. Pembahasan tentang persyaratan dalam pernikahan ini berbeda 

dengan materi syarat perkawinan yang isinya adalah tentang syarat-syarat 

untuk keabsahan suatu perkawinan.
44

 Wahbah Zuhaili mengartikan syarat 

dalam pernikahan tersebut sebagai berikut: 

 الشرط في الزواج: ىي ما يشترطو أحد الزوجيْ على الأخر مما لو فيو غرض
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Artinya : ‚Syarat dalam pernikahan ialah : sesuatu yang disyaratkan oleh 
salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu 
memang dikehendaki adanya tujuan‛.45 

Kemudian yang dimaksud dengan syarat tersebut adalah syarat-syarat 

yang   bersamaan  dengan  ijab  qabul. Perjanjian  atau  persyaratan  antara  

suami  dan  istri, memang patut atau layak diadakan, karena bertujuan 

untuk menguatkan akad demi terwujudnya pernikahan yang abadi. 

2. Hukum Perjanjian Nikah 

Pada dasarnya, membuat perjanjian apapun, termasuk dalam pekawinan 

hukumnya adalah mubah, dalam artian suatu pasangan boleh membuat 

perjanjian dan boleh juga tidak. Namun apabila perjanjian tersebut sudah 

dibuat, maka memenuhi perjanjian tersebut menjadi wajib hukumnya. 

Apalagi jika syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan perkawinan. Hal ini 

ditegaskan dalam sebuah hadis} yang berbunyi: 

ثَ نَا اللَّيْثُ،  ثَ نَا عَبْدُ اللَّوِ بْنُ يوُسُفَ، حَدَّ ثَنِ يزَيِدُ بْنُ أَبِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِ الَْْيِْ، حَدَّ قاَلَ: حَدَّ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ: " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ توُفُوا بوِِ مَا 

 اسْتَحْلَلْتُمْ بوِِ الْفُرُوجَ "
Artinya : ‚Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang   

menyebabkan   halalnya   kemaluan   perempuan‛.46 
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Para ulama kemudian merumuskan berbagai ketentuan mengenai jenis-

jenis syarat tersebut dimana masing-masing memiliki hukum tersendiri.
47

 

Macam-macam syarat tersebut adalah sebagai berikut: 48 

a. Syarat yang Wajib Dipenuhi 

Yaitu syarat berupa rangkaian dan tujuan perkawinan, yang tidak 

mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. 

Contohnya seperti   syarat   menggauli   istri   dengan   baik, 

memberikan  belanja,   pakaian  dan  tempat  tinggal  yang  pantas.  

Tidak mengurangi  sedikitpun  hak-haknya  dan  memberikan  bagian  

yang sama kepadanya dengan  istri-istrinya  yang  lain  jika dipoligami,  

tidak  boleh keluar rumah kecuali diizinkan suami, tidak mencemarkan 

nama baik suami, tidak berpuasa sunnah kecuali kalau diizinkan suami, 

tidak menerima orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izinnya, 

dan lain sebagainya, selama syarat tersebut tidak menyalahi syariat dan 

sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam mewujudkan pernikahan 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

b. Syarat yang Tidak Wajib Dipenuhi 

Yaitu  syarat  yang  tidak  wajib dipenuhi  tetapi  akadnya tetap  

sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum-hukum perkawinan, seperti 

                                                           
47

 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 70 
48

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 33-36 



44 

 

syarat yang tidak memberikan belanja, tidak  mau bersetubuh, kawin 

tanpa mahar, tidak tidur seranjang, istrinya yang harus memberi nafkah, 

harus memberikan  suatu  hadiah  kepada  suaminya, atau dalam  

seminggu hanya tinggal bersama dalam semalam atau hanya mau 

tinggal  dengan istrinya di siang hari, tidak di malam hari. Syarat-

syarat serupa ini batal karena menyalahi hukum-hukum  perkawinan  

dan  mengandung  hal-hal  yang mengurangi hak-hak suami istri. 

Namun Akadnya sendiri tetap sah. 

c. Syarat yang Hanya Berpihak Kepada Istri 

Di antara contoh syarat-syarat yang guna dan faedahnya hanya 

berpihak kepada perempuan saja  yaitu  seperti  suaminya  tidak  boleh  

menyuruh  dia (istri)  keluar  dari  rumah  atau  kampung  halamannya,  

tidak  bepergian bersama istri,  atau tidak mau dipoligami, dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai 

akibat hukumnya. 

H}ana>fiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa akad tersebut 

tetap sah namun persyaratannya tidak wajib dipenuhi, mereka berhujjah 

dengan hadis} yang berbunyi: 
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ث َ  لُ، عَلِي   بْنُ  الَْْسَنُ  نَاحَدَّ ثَ نَا الَْْلًَّ ثَ نَا الْعَقَدِيُّ، عَامِرٍ  أبَوُ حَدَّ  بْنِ  اللَّوِ  عَبْدِ  بْنُ  كَثِيُ  حَدَّ
هِ، عَنْ  أبَيِوِ، عَنْ  الْمُزَنُِّ، عَوْفٍ  بْنِ  عَمْروِ  عَلَى سْلِمُونَ الم :قاَلَ  اللَّوِ  رَسُولَ  أَنَّ  جَدّْ

 حَراَمًا أَحَلَّ  أوَْ  حَلًَلً، حَرَّمَ  طاًشَرْ  إِلَّ شُرُوطِهِمْ 

Artinya : ‚Orang Islam  itu terikat dengan syarat yang mereka buat 
kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram dan 
mengharamkan yang halal‛.49 

Ulama H}ana>fiyyah dan Syafi’iyyah mengatakan bahwa syarat-

syarat di atas telah mengharamkan yang halal, seperti syarat tidak 

boleh poligami atau tidak boleh berpergian bersama istri, padahal kedua 

hal tersebut adalah halal. 

Sedangkan pendapat kedua dari madzhab Hanabilah, yaitu akad 

dan persyaratannya sah dan jika tidak dipenuhi maka boleh difasakh. 

Mereka berdalil dengan surah al-Ma>’idah ayat 1: 

 بٱِلْعُقُودِ  أوَْفُواْ  آمَنُواْ  ٱلَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ

Artinya : ‚Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu‛. 

d. Syarat yang Dilarang Agama 

Ada dua syarat yang termasuk dalam kategori ini. Pertama yaitu 

syarat yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya agar suami 

menceraikan perempuan madunya. Syarat ini tidak boleh ditepati dan 

akad nikahnya pun menjadi rusak. Hal ini didasarkan pada hadis}: 
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ثَ نَا ثَ نَا حَسَنٌ، حَدَّ ثَ نَا: قاَلَ  لَْيِعَةَ، ابْنُ  حَدَّ رةََ، بْنُ  اللَّوِ  عَبْدُ  حَدَّ  سَالٍِ  أَبِ  عَنْ  ىُبَ ي ْ
 بِطَلًَقِ  الْمَرْأةََ  يَ نْكِحَ  أَنْ  يَُِلُّ  لَ : قاَلَ  اللَّوِ  رَسُولَ  أَنّ  عَمْروٍ، بْنِ  اللَّوِ  عَبْدِ  عَنْ  الْْيَْشَانِّْ،

  أخُْرَى
Artinya : ‚Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan 

menceraikan yang lain‛.50 

Adapun syarat yang kedua yaitu nikah syighar, yaitu seseorang 

menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi 

anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya, dan tidak 

ada mahar bagi perempuan tersebut. Hal ini sama sekali tidak 

diperbolehkan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam suatu 

hadis} yang berbunyi: 

ثَنِ   ابْنِ  عَنِ  ناَفِعٍ، عَنْ  أيَُّوبَ، عَنْ  مَعْمَرٌ، أَخْبَ رَنا الرَّزَّاقِ، عَبْدُ  حدثنا راَفِعٍ، بْنُ  مَُُمَّدُ  حَدَّ
سْلًَمِ  في  شِغَارَ  لَ : " قاَلَ  النَّبَِّ  أَنّ : عُمَرَ   " الِْْ

Artinya : ‚Tidak diperbolehkan nikah syighar dalam Islam‛.51 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

No. 1 Tahun 1974, istilah syarat nikah yang sesuai dengan pengertian diatas 

disebut dengan perjanjian perkawinan. Disebutkan dalam UU Perkawinan 

No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 mengenai perjanjian perkawinan: 

a. Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  belah 

pihak atas  persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis 
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yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya 

berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut . 

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum agama dan kesusilaan. 

c. Perjanjian tersebut di mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali 

bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.52 

Sedangkan di dalam KHI, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45-

52, dimana perjanjian tersebut dibagi dalam dua kategori. Dua kategori 

tersebut yaitu taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Adapun ketentuan untuk taklik talak yaitu sebagai 

berikut: 

a. Isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi 

kemudian, maka talak tidak jatuh dengan sendirinya. Supaya talak 

benar-benar jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. 
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c. Taklik talak tidak wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi 

sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut 

kembali. 

Sedangkan ketentuan untuk perjanjian perkawinan lainnya yaitu: 

a. Dibuat tertulis dan disertai pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah. 

b. Boleh dicabut, dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan.  

c. Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, maka istri boleh 

meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan 

cerai ke Pengadilan Agama.53 
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